BAB V

PENUTUP

Penelifian dengan judul * Pelaksanaan Penyidikan Dan Koordinasi Antara
Penyidik Polisi Yang Ditempatkan Di Perum Perhutani KPH Semarang Dengan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perum Perhutani KPH Semarang Dalam Kasus
Pencurian Kayu “, dilakukan melalni pendekatan yuridis sosiologis digertai
pendapat, saran dan masukan dart para responden yang selanjninya dikaitkan dengan
mnplementasinya di  lapangan. Dari  hasil penelitian ini, penulis mencoba

menyimpulkannya ke dalam hal-hal sebagal berikut :

A. Kesimpulan

Dalam hal penyidikan :

1. Pelaksanaan mekanisme penyidikan yang seharusnya melibatkan kedua
mstitusi penyidik dan harus berpegang pada prinsip-prinsip mengkedepankan
fungsi PPNS, _dala.m implementasi di lapangan jusiru terjadi dominasi peran
penyidik polisi.

2. Tidak berjalannya fungsi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS berakibat
fungsi Perwira Pembina (Pabin) yang juga sebagai penvidik menjadi aktif,
semestinya kewenangan penyidikan tindak pidana kehutanan yang terjadi di
wilayah Perumn Perhutant KPH Semarang merupakan porsi atan kewenangan
PPNS Perom Perhutani KPH Semarang. Keberadaan PPNS Perum Perhutan

KPH Semarang dalam mnelakukan fungsinya berpijak pada ketentuan normatif
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KPH Semarang dalam melakukan fungsinya berpijak pada ketentuan normatif
yang ada yakmi Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan yang
mengakomodir pelaksanaan tugas mereka dalam hal penyidikan tindak pidana
kehutanan, namun ironisnyz pragsarana pendukung yang berupa ketentuan
normatif tersebut tidak teraplikasi d: lapangan. Sebenarnya secara teknis akan
lebih baik kalau penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan dilakukan oleh
.PPNS, mengingat secara teknis mereka dipandang lebih tahu seluk beluk dan
prosedur kehutanan dibanding penyidik polist.  Disim berlaku asas atan
kelentnan hokun yakni lex specialist derogat lex generalis yakni ketentuan
khusus dapal mwengesampingkan ketentuan vang sifatnya umum. Tindak
pidana kehutanan masuk dalam kategori tindak pidana terfentu atau khusus
serta. undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi pelaku tindak pidana
kehutanan ifu sendirt telah ada berikut sanksi-sanksinya bilama perbuatan
tersebut dilakukan ( UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan).

Dalam hal koordinasi: L

1. Koordinagi yang seharusnya dilakukan antara penyidik polisi yang
ditempatlkan di. Perum Perhutani KPH Semarang dengan PPNS Perum
Perhutani KPH Semarang yang dalam implementasinya diwujudkan dalam
bentuk-bentuk sebagai bertkut :
a) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau instruks:

bersama

b) Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang

dipandang perlun



2.
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¢} Menunjuk sgeorang atau lebibh pejabat  dari masillg-xrlasing
departemen/instans: sebagai penghubung (Ligison Officer)

d) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan PPNS dengan penekanan di
' bidang penyidikan.

Wujud koordinasi yang dilakukan tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) bidang
yakni bidang operasional dan pembinaan dalam pelaksanasn di lapangan
fernyata sangat jauh dari harapan sehingga koordinasi yang diharapkan
mampu ferjadi sinergi kekuvatan dan pemberdayaan fungsi penyidik khususnya
PPNS Perum Perhutani KPH Semarang ternyata tidak berjalan optimal.
Penyidik Polisi yang ditempatkan di Perum Perbutani KPH Semarang
mengemban fungsi korwas (Koordinator dan Pengawas) sebagai kepanjangan

tangan dari Polres ¢q. Kaditserse sebagai korwas pada fingkatan KPH

Talam hal hambatan :

Stagnasi PPNS Perum Perhutani KPH Semarang yang dalam menjalankan

fungsinya tidak dapat berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan adalah

dikarenakan faktor-faktor penghambat sebag'ai berikut :

Faktor Intern.

a) Belum siapnya perangkat penyidik, terbukti meskipun dalam struktor

organisasi lim penvidikan, keberadaan pejabat penyidik 1tu ada namun dalam
realitasnya secara defimitif pejabat penyidik yakmi Asper Keamanan beserta
staktur dibawahnya tidak pernah terisi personilnya, hal ini berimplikasi tindak

pidana kehutanan yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Semarang
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tidak bisa didelepasikan kepada PPNS untuk menyelesaikannya namun justru

pendelegasian tugas tersebut kepada Penyidik Polisi.

Belum adanya komposisi yang ideal ferhadap ratio perbandingan yang layak

tentang jumlah PPNS vang seharusnya ada di setiap wilayah KPH atau
KBKPH.

Adanya overlaping/tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Hal
ini mengingat keberadaan PPNS di Perum Perhutani pada umumnya adalah
pejabat teknis operasional di lapangan, apabila masih ditambah harus
menjalankan Tungsinya sebagai penyidik bukan mustahil jusiru pekerjaan
tersebut akan memberikan kompensasi yang negatif terhadap pekerjaan
mereka sehari-hart  dan bahkan semua pekerjaan {ersebut bisa menjadi
berantakan semuanya.

Adanya intensitas pola promosi dan mutasi yang begitu finggi di lingkungan
Perum Perhutani yang jarang mempertimbangkan keberadaan PPNS itu
sendirt, Pola promosi dan mutasi terhadap pegawai atan pejabat yang juga
PPNS yang dipindahkan ke KPH lain, belum fentu pegawai atan pejabat
pengganfinya adalah penyidik selungga berakibﬁt jumlah penyidik tiap-tiap
KPH di selurub lingkungan Perumn Perhutani keberadaaunya tidak konstan
atan tidak stabil, bisa jadi pada waktu-waktu tertentn jumlah PPNS di suatn
KPH sangat Cl:lkup, namun bisa terjadi pula untuk periode yang lain terhadap

KPH yang sama sangat kekurangan tenaga PPNS.
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Faktor Ekstern

1)

2)

Adanya kewenangan yang dirasa kurang cukup bagi kiprah PPNS dalam
menjalankan fungsinya sebagai penyidik yakni dalam hal upaya paksa yang
diharngkan meminta bantuan kepada peﬁyidik poligi. Permintaan bantuan
upaya paksa inipun tidak otomatis pasti diberikan namun diperlukan kajian-
kajian menurut standa fertentu dari penyidik polisi,

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), komposisi
kepegawalannya ada 2 (dua) yakni

{a) Pegawai Negeri Pusat diperbantukan.

{b) Pegawai Perysahaan.

Komposisi pegawai negert pusat yang diperbantukan pada Perum Perhutani
saat i yang ada jumlahnya fidak bepitu banyak, lebih banyak komposisi
pegawai perusahaannya. Kondisi pegawai negeri pusat yang diperbantukan
lambat laun akan habis jumishnya dan yang tinggal adalah pegawai
perusahaan saja. Mengingat jumlah pegawai negeri pusat yang diperbmtukm
sudah sangat sedikit maka tentunva juga berpengaruh terhadap jumlah PPNS
yang mensyaratkan harus pegawai negeri sipil atan yang disamakan dengan

itu yang memiliki syarat-syarat tertentu dalam hal kepangkatan. Jika saat ini

saja  lualitas pegawai negeri sipil yang ada sudah sangat sedikit, maka

tentunya regenerasi atay kaderisasi PPNS akan menjadi kendala tersendir:
gungguhpun  dalam  ketentuan undang-undang - menyatakan bahwa
pengangkatan penyidik diperuntukan bagi pegawai negert sipil atau yang

disamakan dengan 1tu datam hal kepangkatan, namun saat ini langkah-langkah
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3. Dalam hal melakukan proses penyidikan, apabila pelaku tindak pidana
tersebut memberikan keteramgan yang berbelit-belit sehingga kemungkinan
besar cipertukan upaya penahanan berikut wakfu perpanjangan penahanannya
bila perlu, hal tersebut akan mempersulit kerja PPNS, mengingat sebenarnya
fasilitas romah tahanan hanya ada di Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan.
Upaya terobosan untuk melakukan penahanan sementara yang dilaknkan di
Mranggen akan menghadapi kendala bilamana pelaku tindak pidana kehutanan
tersebut dilakukan dalam jumlah banyak sementara fasilitas penampungan tahanan
sementara di Mranggen sangat terbatas. Jika Penyidik dalam melakukan fungsinya

harus lari ke sana kemart untuk mendengar informasi dari tersangka maka waktunya

alean tersita untuk hal tersebat.

. Saran

a) Guna menunjang kinerja PPNS Perum Perhutani KPH Semarang dalam
mengungkap tindak pidana pencurian kayu atau findak pidana kehutanan lainnya,
perlu gegera posisl Asper Keamanan selakuy PPNS beserta struktur dibawahnya
untuk segera di isi.

Posisi fungs1 penyidik polisi yang ditempatkan di Perum Perhuwtani KPH
Semarang dapat lebih dikonsentragsikan pada upaya-upaya melakukan pembinaan
terhadap Ja,gawan-a. yakni alat-alat kepolisian khusus. Fungsi mereka sebagai
penyidik adalah selaiu kepanjangan tangan dari Korwas, dalam hal ini Polres cq.

Kagatserse. Dalam fungsi Korwas 1ni Penyidik Polis1 wajib memberikan petunjuk,
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bimbingan dan araban serta bantuan yang melipijﬁ bantuan teknis dan taktis
dalam hal penyidikan baik diminta ataupun fidak.

b) Perlu adanya sharing atau pembagian tugas yang jelas serta fterpisah antara

pekerjaan dengan fiungsi penyidik dengan pekerjaan teknis sehari-hari.
Pemnsahan tugas ini mutlak harus dilakukan dalam arti pegawai atan pejabat yang
tugas pekerjaannya adalah melakukan fiangs ﬁenyidikan maka tugas fersebut
tidak boleh ditumbah dengan keharusan untuk melaksanakan pelkerjaan-pekerjaan
lainnya.

¢) Pola-pola promosi dan mufasi yang melibatkan keberadaan PPNS gebaiknya
memikirkan pula eksistenst PPNS tersebuf, artinya jika seorang PPNS dimutasi ke
daerah atau wilayah lnin maka pejabat pen‘ggantinya harns juga sebagai PPNS.
Hal i denpan harapan tidak terjadi suatu mata rantai yang hilang jika kebetulan
PPNS yang dipindahkan tersebut sedang menangani suafu kasus findak pidana
pencurtan kayu atau tindal pidana kehutanan lainnya  Penggantinya diharapkan
dapat segera melanjutkan dan menyelesailkan proses penyidikan yang telah
dilalaikan oleh pendahutonya (PPNS yang digantikannyz).

d) Dalam hal koordinast periu dilakukan langkah-langkah wntuk memberdayakan
fungsi PPNS dengan jalan menjalin kerjasama dengan kepolisian dalam rangka
menyelenggarakan  lurgns-kursus,  dikiat, pelatihan dan  pendidikan yang |
dikhuguskan untuk mendalumi penyidikan atau penekanannya dalam penyidikan,
Hal i mengingat selama ini kegiatan-kegiatan semacam itu hampir tidak pernah

dilaksanakan,
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¢) Tindak pidana kelmtanan masuk dalam katagori tindak pidana tertentu, dengan ini
diharapkan terhadap pelaku tindak pidana terfentn tersebuf, institusi yang
melaiatkan penyidikan (PPNS) sebaiknya juga diberikan kewenrangan tambahan
yaknt berupa penahanan yang boleh dilakukan oleh ingtitusi tersebut dengan
membual fasilitas sl (ohanan,  Diharapkas apabila pelaku tindak pidana
pencurian kayu atan tuwdak pidana kehutanan vang dilakukan secara kelompok
tersebut tertangkap maka PPNS dalam institusi tersebut selain dapat dengan
mudah melakukan penyidikan juga bisa melakukan wpaya penahanan di wilayah
istitus; PPNS lersebut bekerja  schingga dalam hal mencari dan menggali

nrformasi dan tevsangka akan dapat iebih mudab tanpa harus lari kesana kemari.
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